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Tesisini membahas mengenai kedudukan dan kekuatan Surat K eterangan Ganti Rugi dalam tatanan
normatif hukum tanah nasional sertaimplikasi hukum dari penerbitan Surat K eterangan Ganti Rugi oleh PT
Hasrat Tata Jaya di atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pakai dalam Putusan Pengadilan Negeri
Pekanbaru Nomor 75/Pdt.G/2007/PN PBR juncto Putusan Nomor 349/PK/Pdt/2017. Metode penelitian yang
digunakan dalam tesisini adalah penelitian yuridis-normatif. Kedudukan dari SKGR dalam tatanan normatif
hukum tanah nasional bukan merupakan alas hak kepemilikan suatu bidang tanah sebagaimana sertipikat,
melainkan hanya berupa bukti penguasaan fisik atas suatu bidang tanah yang kemudian dapat di daftarkan
ke kantor pertanahan setempat untuk menjadi hak milik. Surat dasar seperti SKPT maupun SKGR tidak
mungkin dapat dinyatakan membuktikan kepemilikan suatu pihak atas suatu bidang tanah |ebih daripada
pihak lain yang memegang sertipikat atas suatu bidang tanah yang sama. Ketika suatu SKGR diterbitkan di
atas tanah yang sudah bersertipikat Hak Pakai, harus diteliti kembali apakah terdapat faktor yang
mempengaruhi keabsahan sertipikat tersebut, misalnya terdapatnya cacat administrasi dalam prosedur
penerbitannya. Saran yang dapat diberikan adalah bagi masyarakat yang masih menguasai tanah Negara
berdasarkan surat-surat dasar seperti Surat K eterangan Pemilikan Tanah maupun Surat Keterangan Ganti
Rugi baiknya memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis L engkap yang sedang gencar di
lakukan pada saat ini untuk mendaftarkan tanahnya guna mendapatkan bukti hak kepemilikan atas tanah
yang kuat berupa sertipikat dan tidak seterusnya hanya berpegangan kepada SKPT maupun SKGR yang
hanya berfungsi sebagai bukti penguasaan fisik permulaan atas bidang tanah tersebut.

...... The issues of thisthesis are the standing and the power of Certificate of Compensation (SKGR) within
the normative order of the national land law and the legal implication of a Certificate of Compensation
(SKPT) by PT Hasrat Tata Jaya that is published on aland with a Right to Use Title in the verdict number
349/PK/PDT/2017 juncto Pekanbaru district court verdict number 75/Pdt.G/2007/PN PBR. The analysisis
conducted through a normative-juridical view. Seen from the normative order of the national land law, the
Certificate of Compensation shall not be deemed as aland ownership title, instead just as a proof of
domination of aland that could be registered into an ownership right subsequently. Neither SKGR nor
SKPT shall prevail the existence of aland certificate, and in the case of the aforementioned, the validity and
legality of the land certificate should be examined carefully. Author suggests the citizens who dominate a
land only with abasis of either SKGR or SKPT should make use of the Complete Sistematical Land
Registration (PTSL) to register their land in order to claim a strong proof of land ownership, in aform of
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land certificate.



